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PENETAPAN
Nomor 124/Pdt.P/2020 /PA.Mtr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Hariadi Burhan bin Mahsun, tempat lahir Montong Are, pada tanggal 29
September 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di Jalan H. Abdurrahman, Lingkungan Montong
Are, RT.003 RW.289, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram, sebagai : “Pemohon I”

Suryani binti Sahrudin, tempat lahir Montong Are, pada tanggal 12 Agustus
1994 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Jalan H. Abdurrahman, Lingkungan Montong Are,
RT.003 RW.289, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota
Mataram, sebagai: “Pemohon II”

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020
yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register
perkara Nomor 120/Pdt.P/2020/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 November 2011, Pemohon | dan Pemohon II
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan
Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dalam
usia 21 tahun, dan Pemohon |l berstatus Gadis dalam usia 17 tahun

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon I
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bernama: Sahrudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.
Hamrilla Mustafa dan Mahdi dengan mas kawin berupa uang sejumlah
Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah), Tunai;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak
masing-masing bernama;

a. Muhammad Gilang Pratama, laki-laki, umur 18 tahun (26 juni 2012);
b. Adinda Putri Mecca, perempuan, umur 3 tahun (10 Mei 2017);
¢. Muhammad Billal Al-Muazin, laki-laki, umur 1 tahun (26 Juni 2019);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il ternyata
tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota
Mataram, sementara saat ini Pemohon | dan Pemohon || membutuhkan
kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut disahkan untuk memperoleh akte
nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak
mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
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Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Ii;
Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
kediaman Pemohon | dan Pemohon lI;

4. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari biaya perkara dan
dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon Il telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat
terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan
hukum Islam, akan tetapi Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap pada
permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh para
Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon | dan Pemohon II
telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271061608900005, An. Hariadi
Burhan, tanggal 10 September 2018, dikeluarkan oleh PEMDA Kota
Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271065208940004, An. Suryani,
tanggal 10 September 2018, dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram,
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B.Saksi

Lalu Muhammad bin Lalu Her, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Montong Are,
Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota

Mataram;
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Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | bernama Hariadi Burhan dan
Pemohon Il bernama Suryani karena saksi adalah keluarga
Pemohonl;

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 11 November
2011 di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama : Sahrudin dan dihadiri saksi
nikah masing-masing bernama: H. Hamrilla Mustafa dan Mahdi dengan
mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
tunai;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Peohon Il mengajukan Itsbat agar pernikahan
mereka tercatat di Kantor Urusan Agama; agar Pemohon | dan Pemohon
Il memperoleh Akta Nikah ;

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak

mampu (miskin);
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Sahrim bin Hayati, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan. Buruh Tani,
tempat tinggal di Lingkungan Montong Are, Kelurahan

Mandalika, Kecamatan sandubaya, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon | bernama Hariadi Burhan dan
Pemohon Il bernama Suryani karena saksi adalah keluarga
Pemohonl;

- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 11 November
2011 di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama : Sahrudin dan dihadiri saksi
nikah masing-masing bernama: H. Hamrilla Mustafa dan Mahdi dengan
mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
tunai,

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Peohon Il mengajukan Itsbat agar pernikahan
mereka tercatat di Kantor Urusan Agama; agar Pemohon | dan Pemohon

I memperoleh Akta Nikabh ;
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- Bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak

mampu (miskin);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon | dan Pemohon Il
menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat
jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon | dan Pemohon Il pada
pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal 11
November 2011, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat
Islam di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, dan P-2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
tinggal Pemohon | di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285
R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup

dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
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tinggal Pemohon Il di Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil
permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga
keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil
permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti surat
bukti saki-saksi, dan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim
menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Pemohon | dan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di
Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka , dan
Pemohon Il berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon Il bernama : Saharudin dan dihadiri saksi
nikah masing-masing bernamaH. Hamrilla Mustafa dan Mahdi dengan
mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah),
tunai;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk
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melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai
kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il
ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya,
Kota Mataram;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu
(miskin);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal

dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz Ill, halaman 308 yang menyatakan :
awSsS aido 8l ol 71 J8lls W 18] Judse

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig
dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama

perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah
yang berbunyi :
Artinya :
" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali den gan adanya wali dan dua
orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon II

tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 11 November 2011
atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
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perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat,
namun ternyata perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak
mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut, sebagaimana maksud

pasal 7 huruf () Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam pengajuan
permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya
tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk

mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terbukti pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi
pada tanggal 11 November 2011 di Lingkungan Montong Are, Kelurahan
Mndalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan
syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan
menetapkan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut adalah sah
menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal
para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan
oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama
RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang
patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon
| dan Pemohon Il tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
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Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Agama Mataram Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Mtr. tanggal 26 Juni 2020 tentang
layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon | dan Pemohon II
diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara

melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan
perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan

perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Hariadi Burhan bin
Mahsun) dengan Pemohon Il (Suryani binti Sahrudin) yang
dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011, di Lingkungan Montong

Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatat
perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000; ( dua ratus
enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Mataram tahun 2020;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 17 Juli 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Zulgaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini,
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ishaq, MH. dan H. Abidin H. Ahmad SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni SH. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;
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Hakim Anggota Ketua majelis,
Ttd. Ttd.
Drs. H.M. Ishaq, M.H Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota
Ttd.

H. Abidin H. Ahmad, SH

Hj. Rusni SH.

Panitera pengganti,

Ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses

2. Panggilan

3. Meterai
Jumlah
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Rp.  50.000,-
Rp. 150.000,-
Rp.  6.000,-
Rp. 206.000,-

( dua ratus enam ribu rupiah )
Mataram, .......ccccoeeerieeennnns
Disalin sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, SH
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